SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

" PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 128 TAHUN 2016
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA

- Menimbang :

Mengingat :

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI KARANGANYAR,
bahwa masih ditemukan penderita gangguan jiwa yang
belum tertangani secara optimal di Kabupaten Karanganyar;
bahwa setiap orang mempunyai hak untuk ‘hidup sehat
secara jasmani, rohani, dan sosial sedangkan Pemerintah
Daerah niemplinyai tanggung jawab} untuk memfasilitasi
terwu_]udnya kondisi tersebut _
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana tersebut
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Peﬁyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jiwa ; |
Undang-Undang - Nomor 13 Tahun 1950 teritang'
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkuhgan
Provinsi Jawa Tengah; |
Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm
: Nomor 4286); -
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438); | o



O

11.

'Unda‘ng-U‘ndang Nomor 11 Tahun 20097 - tentang

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran» Négara
Republik Indonesia Nomor 4967); B
Undang-Undang Nomor 36 Tahun = 2009 ° ’tentang :
Kesehatan  (Lembaran Negarab - Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tafnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S063); |
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (LembaralLl Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomo‘f 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5072); | ;
Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang. Kesehatan :
Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia ’I‘ahun 2014
Nomor 185,Tambahan Lembaran Negara Replibiik Indonesia“
Nomor 5571); | L .
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara
Repubhk Indones1a Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa }kah ‘terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahuri 2015 tentang Perubahan Kedua tentang Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jamman
Kesehatan (Lembaran  Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengah

" Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 255); - .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006v
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
Se;bagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan



Menetapkan

Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentahg

Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan ‘.V(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Upayé KeSchatan ‘
Perseorangan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupéten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGARAAN |

PELAYANAN KESEHATAN JIWA.

- BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 -

- Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerz ‘
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Bupati adalah Bupati Karanganyar.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaah Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

.Peraﬁgkat Daerah yang selanjutnya disingkat 4PD adaiah.

perarigkatydaerah pada pemerintah daerah yang terkait langsung

dengan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat.

. Dinas  Kesehatan adalah Dinas Kesehatan ~ Kabupaten

Kafanganyar.

. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut

Puskyeysmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang

~menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan ‘Up_aya

kesehatan perseorangan tingkat = pertama, déngan lebih :
mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk fnencapai
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah

kerjanya.




10.

11.

12.

. Rumah  Sakit adalah institusi pelayanan ; kesehatan yang

menyeicnggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara

,paripu‘rna (tingkat kedua ‘dan ketiga) - yang ’menyediakah‘

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

. Masyarakat adalah setiap orang atau badan yang berdomisili di

daerah.

.Duma Usaha adalah orang atau badan yang melaksanakan 7

keglatan dengan tuJuan untuk mendapatkan keuntungan
Pemangku Kepentmgan adalah segenap pihak yang terkait
dengan permasalah yang sedang diangkat. :

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang selanjutnya s

kd1s1ngkat UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat,

yang dlbentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh,

“dari, untuk dan bersama masyarakat dengan b1mb1ngan dari

petugas puskesmas, lintas sektor dan lembaga lamnya

Organisasi Profesi adalah. suatu orgamsa51 yang anggotanya )

- adalah suatu profem tertentu.
13.

Fasﬂltas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau'

. tempat yang dlgunakan untuk menyelenggarakan upaya :

14.
15.

16.

17,

pelayanan kesehatan, baik promotof, preventif, kuratif maupun
rehabilitatif yangfv :dilakukém pemerintah, pemerintah daerah,
masyarakat. / 5 4 ISR
Fasilitas pelayanan kesehatan dasar adalah fasilitas pelayanan
kesehatan yang memberlkan layanan- kesehatan dasar. '
Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan adalah fasilitas pelayanan

kesehatan yang memberikan layanan kesehatan rujukan

Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat yang selanjutnya

dlsmgkat TP-KJM adalah t1m yang melaksanakan program-_'
program kesehatan jiwa masyarakat di kabupaten yang"“
kean‘ggotaannya terdiri dari bebéfapa' Organisasi Perangkat
Daerah terkait, Kepala Kepolisian Resort, Direktur Rumah Sakit
Jiwa di wilayahnya, yang pelaksanaannya di bawahfk‘oor’dinasi ,
Sekretaris Daerah Kabupaten. 7 R
Kesehatan Jiwa adalah kOI‘ldlSl dimana seorang individu dapat
berkembang secara fisik, mental,»sp1r1tual, dan sosial sehingga |
individu tersebut rhenyadari kernémpuan “sendiri, dapat
mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu

memberikan kontribusi untuk komunitasnya.



18,

Gangguan jiwa adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang

“menyebabkan | adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang

‘menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan

dalam melaksanakan peran sosialnya.

10.

: adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, penlaku, |

Orang Dengan Masalah Ke_]lwaan yang selanjutnya d1s1ngkatf 7

ODMK" adalah orang yang mempunya1 masalah fisik, mental,

sosial, pertumbuhan dan perkembangan dan atau kuahtas

‘ h1dup sehmgga memiliki risiko mengalam1 gangguan jiwa.

20. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya dzsmgkat ODGJ

- dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan

| ~upaya promotif dan preventif tanpa melupakan ‘upaya kuratlf B
" dan rehabilitatif. '
22.

~ mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang Optlmal bagi setiap -

23.

24.

25.

gejala dan/ atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat

‘memmbulkan penderltaan dan- hambatan dalam menjalankan
fungsi orang sebagai manusia. |

21. Kesehatan lea Masyarakat merupakan‘ suatu orientasi

| kesehatan jiwa yang mencakup semua keglatan kesehatan jiwa

yang d11aksanakan di masyarakat dengan menitikberatkan pada -

Upaya - Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan  untuk

‘md1v1du keluarga dan masyarakat dengan pendekatan_*. :
- promotif, prcventlf o kuratlf dan rehabilitatif yang o
diselenggarakan  secara menyeluruh, ‘terpadu,  dan

~ berkesinambungan oleh  Pemerintah, Pemerintah Daerah,

dan/atau masyarakat. -

Deteksi dini adalah suatu upaya untuk mengénal jenis 'dan“'_,

status ganggua jiwa yang d1a1am1 seseorang pada pemerlksaan’ ;

pertama terhadap kasus.

Rehab111tas1 psxkxatmk adalah usaha untuk mengata31 kendala,r'
dan keterbatasan pada seseorang sebagai aklbat gangguan jiwa . -

terutama gangguan Jiwa berat sehmgga mampu berperan aktif -

dalam kehldupan bermasyarakat secara normal.

Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan adalah penyelcnggaraan o
pelayanan kesehatan  yang mengatur pelimpahan tugas dan
tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik

vertikal maupun horizontal.



26,

- 27.

29.

30.

31.

32.
.33,

34.

35.

Penkdu'duk miskin adalah ’ orang: yarig sama sekali tidék
mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau ,mempunyéi o
sumber mata péncaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan
meménuhii kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya .
dan/atau keluarganya. | |
Penduduk rentan miskin adalah drang yang mempuﬁyai Sumber '

mata pencaharian, gaji, atau upah, yang hanya mampu

memenuhi kebutuhan dasar yangllayak tidak mampu mémbayar _

 iuran bagi dirinya dan keluarganya.
- 28,

Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya di Sebut JKN
adalah suatu tata cara penyelenggaraan progrém Jaminan
Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan
Sosial. | | ‘

Jaminan Kesehatan Daerah yang diselanjutnyak disebut

- Jamkesda adalah suatu tata cara pelaksanaan program Jaminan .

Kesehatan : Daerah oleh penyelenggara Jaminan ‘Kersehatan
Daerah, berupa  jaminan pemeliharaén ‘kesehatan bagi
masyarakat miskin dan tidak mampu, diluar Jaminan Kesehatan )
Nasional atau asuransi lainnya. Rt |
Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah adalah pengelola
Jamkesda yahg dibentuk dengan Képutusan Bupati Karanganyaf
Pemberi Pelayanan Kesehatan Yang selanjutnya disebut' PPK
adalah fasilitas pelayaﬁ'an kesehatan mulai dari pelayanan
kesehatan ‘dasar sampai dengan pelayanan rujukan. - , 4
Pemb_eri‘ Pelayanan Kesehatan tingkat‘ dasar adalah Unit“
Pelayanan Tcknis Dinas Puskesmas dan Jaringannya. :
Verifikator ‘Jamkesda adalah ~ tenaga yang ‘berwenang
memverifikasi klaim pelayanan Jamkesda. |
Pemberi Pelayanan Kesehatan rujukan adalahb Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Karangaﬁyar dan Rumah sakit lain di
wilayah Kabupaten Karanganyar yari'g bekerjasama.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang srelanjutnya’
disirigkat APBD _adéléh rencana keuangan tahunari Pemerintah '

Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan

‘Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. .



"

36 Desa adalah desa dan desa adat atau yang dlsebut dengan nama

lain, selanjutnya disebut: Desa adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mem111k1 batas w11ayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus uruse’in‘ pyemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
~asal’ usul, dan/ atau hak tradisional yahg diakui dan dihodhn
rmati dalam ,‘sistem' pemerintahan Negara Kesatuan Republik |

Indonesia.

37. Pcmerintah‘ank . Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

sistem pemerlntahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 38. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang dlsebut dengan o

nama lain dibantu perangkat Desa sebageu unsur penyelenggara ‘

Pemerlntahan Desa.

39. Peraturan Desa adalah peraturah perundangan-undangan yang

40.

‘dltetapkan oleh Kepala Desa setelah dlbahas dan d1sepakat1
' bersama Badan Permusyawaratan Desa | ‘
Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk

membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Kesehatan lea adalah sebagai berlkut

‘a. menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas h1dup yang

baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari

‘ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu

Kesehatan Jiwa; : : ‘
b. ‘menjamm setiap orang dapat mengembangkan berbaga1 poten31

kecerdasan;

-~ c. memberikan pehndungan dan men3arn1n pelayanan Kesehatan

Jiwa bag1 ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia;

-d. memberikan  pelayanan kesehatan  secara terintegrasi,

komprehens1f dan berkesinambungan melalui upaya promot1f
prevent1f kurat1f dan rehablhtatlf bagi ODMK dan ODGJ;

e. kmenjamm ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam
Upaya Kesehatan Jiwa; ‘

f. menlngkatkan mutu Upaya Kesehatan Jiwa sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan



g. memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk dapat: -

memperoleh haknya sebagai Warga Negara Indonesia.

BABIl
RUANG LINGKUP

| Pasal 3 7
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. upaya Kesehatan Jiwa;
b. sistem pelayanan Kesehatan Jiwa; ,
c. sumber daya dalam upaya Kesehatan_Jiwa;_ ,
d. hak dan kewajiban,; . |
tanggung jawab Perrierintah‘Daerah;
‘peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha;

pembiayaan; dan

= I

. pengawasan dan pembinaan;

BAB III ‘ |
UPAYA KESEHATAN JIWA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4 :
(1) Upaya Kesehatan Jiwa dilakukan melami kegiatan:
- a. promotif; ' v
b. preventif;
¢ kuratif; dan
d. rehabilitatif. ‘ ’ _,

(2) Upaya Kesehatan *Jiwa sebégaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksahakan secara terkoordinir oleh Pemerintah Daerah, R
Dunia Usaha dan Masyarakat. |

(3) Upaya Kesehatan Jiwa sebagaimanardimaksud pada 'ayat (l)v
’dilaks‘anakan’ secara terintegrasi, = komprehensif,  dan

4 berkésinambungan sepanjang siklus kehidupan manusia.




: Baglan Kedua
' Upaya Promotlf
Pasal 5

(1) Upaya “‘prbmoti‘f : sebagalmana d1maksud dalam Pasal 4 .

i ‘ayat (1) huruf  a merupakan suatu keglatan dan/ataukf:

rangkalan keglatan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan lea :’_ L

untuk menmgkatkan Kesehatan ‘ lea seseorang dan/atau, o

Masyarakat

(2) Upaya promotxf sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) bertujuan "

e untuk

a mempertahankan dan memngkatkan derajat Kesehatan leaﬁ',y;ir

o masyarakat secara optlmal

b menghllangkan stlgma dlskrlmma31, pelanggaran hak asasr',‘ i:

ODGJ sebagal baglan dar1 masyarakat

c memngkatkan pemahaman dan peran serta Masyarakat'} s

terhadap Kesehatan J1wa, dan

d memngkatkan penerlmaan dan ‘ peran sefta~ M”asyafakat”j Sl

” terhadap Kesehatan Jiwa.

(3) Upaya promotlf sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dapatwkj

dllakukan ; secara termtegram komprehensxf J?kfkd'ari

berkesmambungan dengan upaya promotlf kesehatan lam

Pasal 6

e 7(1) Upaya promotlf dllaksanakan di lmgkungan

‘a, keluarga,‘
* ’~ b lembaga pendldlkan
| _c ternpat kerja :
o d Masyarakat .
. e. Famhtas Pelayanan Kesehatan e
ot medla massa " i
g lembaga keagamaan dan tempat 1badah dan o

~ h lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan

i (2). Upaya promot1f di hngkungan keluarga sebagalmana dlmaksud 7

pada ayat (1) huruf a dllaksanakan dalam bentuk pola asuh danf’ s

pola komumkam dalam keluarga yang mendukung pertumbuhan L

dan perkembangan lea yang sehat e 5 ;
'(3) Upaya promot1f d1 hngkungan lernbaga pendxdlkan sebagalmana '

dlmaksud pada ayat (1) huruf b dllaksanakan dalam bentuk:



a men01ptakan suasana belajar-mengajar yang kondumf bagr‘i‘ L

pertumbuhan dan perkembangan lea dan

b keterampﬂan hldup terkalt Kesehatan lea bag1 peserta d1d1kf-~ o

& sesuau dengan tahap perkernbangannya

"?',(4) Upaya promotlf d1 lmgkungan tempat kerJa sebaga1mana'f'

_dlmaksud pada ayat (1) huruf c dllaksanakan dalam bentuk\‘ S

ﬂv}'komunlkas1 1nformas1 dan eduka51 mengenal Kesehatan lear;,f -

serta menmptakan tempat kerja yang kondu31f untuk”

| ‘i perkembangan JlWa yang sehat agar tercapa1 klnerja yangr::,

- optxmal

L (5) Upaya promotlf d1 hngkungan‘ Masyarakat sebagalmanaﬁf St

b -wdlmaksud pada ayat (1) huruf d dllaksanakan dalam bentuk‘f’ff.‘ w

e ‘,_komumkas1 1nforma31 dan edukas1 mengena1 Kesehatan J1wa,°_ L

serta -fv menmptakan llngkungan masyarakat yang konduS1f

o suntuk pertumbuhan dan perkembangan lea yang sehat

‘,fm(6) Upaya promotrf di lmgkungan Fasﬂltas Pelayanan Kesehatan"g

sebagalmana dlmaksud pada ayat (‘1) huruf e dllaksanakan:’i"

: dalam bentuk komun1kas1 mformas1 dan edukas1 mengenai

'fKesehatan lea dengan sasaran kelompok pa51en kelompok e

.keluarga ‘atau masyarakat d1 sek1tar Fasrhtas Pelayanan e

Kesehatan o

'f ‘(7) Upaya promotlf d1 medla massa sebaga1mana dlmaksud pada,‘i‘»;f{ -

. : ayat (1) huruf f dllaksanakan dalam bentuk

a penyebarluasan ,1nforma51 bag1 ; rnasyarakat mengenai;

Kesehatan lea pencegahan dan penanganan gangguan’

lea *di"f}‘ masyarakat dan fasﬂltas pelayanan d1 bldangﬁ"‘

: Kesehatan lea, S

b pemahaman yang posmf mengena1 gangguan lea dan ODGJ "

dengan tldak membuat program pembentaan penylaran,v
artikel, dan / atau maten yang mengarah pada stlgmatxsa31 dan e
d15kr1m1na31 terhadap ODGJ; dan . e

L c pemberltaan penylaran, = prograrn b artikel, ‘; dan/atau?“

maten yang kondu31f bag1 pertumbuhan dan perkembanganf‘, e

e Kesehatan J1wa , , o L
(8) Upaya promot1f d1 lmgkungan lembaga keagamaan dan tempat"
-ibadah . sebagalmana ‘ d1maksud pada ayat (1) huruf g

dllaksanakan dalam bentuk komun1kas1 1nformas1 dan eduka51 ‘



mengenai Kesehatan Jiwa yang diintegrasikan dalém kegiatan‘
~ keagamaan. .

(9) Upaya promotif di lingkungan Aler'nbaga pemasyarakatan' dan
" rumah tahanan sebagaimana dimaksud pada 'ayét (1)
- huruf h dilaksanakan dalam bentuk: o ’ '

a. peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga binaan

~ pemasyarakatan tentang Kesehatan Jiwa;
b. pelatihan kemampuan adaptasi dalam masyérakat; dan }
c. r'nencipta‘kan suasana kehidupan yang kondusif untuk

Kesehatan Jiwa warga binaan pemasyarakatan.

Bagian Ketiga
Upaya Preventif

Pasal 7 |
Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf b ,meruvpakansuatu kegiatan untuk mencegah terjadinya

“masalah kejiwaan dan gangguan jiwa.

~ Pasal 8 |
' Upaya ’preve'ntif Kesehatan Jiwa ditujukan untuk:
“a. mencegah terjadinya masalah kejiwaan;
b. mencegah timbulnya dan/atau kambuhnya gangguan jiwa;
c. mengurangi féktor risiko akibat gangguan jiwa pada Masyarakat
 secara umum atau perorangan; dan/atau

d. mencegah timbulnya dampak masalah psikososial.

, Pasal 9 v
Upaya preventif Keseh‘atari J iwa dilaksanakan di lingkungan:
a. keluafga; , '
~ b.'lembaga; dan
c. Masyarakat.
. Pasal 10 ,
Upaya preventif di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud
dalam pas‘ahl 9 huruf a dilaksanakan dalam bentuk: | 7 |
a. pengembangan pola asuh yang méndukﬂng pertumbuhan dan
perkembangan jiwa; "

b. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam keluarga; dan




{4

c. kegiatan lain sesuai dengan pefkembangan Masyarak‘at.'

Pasal 11 |
Upaya preventif di lingkungan lembaga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

- a. menciptakan lingkungan lembaga yang kondusif bagi

perkembangan Kesehatan Jiwa; ‘
b. memberikan komunikasi, ihformaéi, dan edukasi mengenai o
peynckevgahan gangguan jiwa; dan | | |
C. menyédiakein dukungan psikososial dan Kesehatan Jiwa di

lingkungan lembaga.

Pasal 12

Upaya preventlf di lmgkungan Masyarakat sebaga1mana dlmaksud '

dalam Pasal 9 huruf c dllaksanakan dalam bentuk:

‘a. menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif;

b. memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai
pencegahan gangguan jiwa; dan

c. menyedlakan konseling bagi Masyarakat yang membutuhkan.

Bagian Kéempat

Upaya Kuratif

, Pasal 13 7
Upaya kuratif sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)'
huruf ¢ merupakan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan
terhadap ODGJ yang mencakup proses dlagn031s - dan
penatalaksanaan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi -

- kembali secara wajar di lingkungan  keluarga, lembaga, dan

Masyarakat.

v Pasal 14 -
Upaya kuratif Kesehatan Jiwa bertujuan untuk: |
a. penyembuhan atau pemulihan;
b. pengurangan penderitaané
c. pengendalian disabilitas; dan |

d. pengendaiian gejala penyakit.




Pasal 15

: (1) Proses penegakan  diagnosis  terhadap orang  yang

diduga ODGJ dilakukan untuk menentukan:
a. kondisi kejiwaan; (ian | | L
b. tindak lanjut penataiaksanaan. -
(2) Penegakan diagnosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan kriferia diagnbstik oleh:
a. dokter umum; i |
b. psikolog; atau

c. dokter spesialis kedokteran jiwa.

Pasal 16
(1) Penatalaksanaan kondisi kejiwaan pada ODGJ dllakukan di
fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa. ‘
(2) Penatalaksanaan kOI‘ldlSl kejxwaan pada ODGJ dllaksanakan

melalui sistem rujukan.

- (3) Penatalaksanaan kondisi kejlwaan pada ODGJ dapat dilakukan

dengan cara rawat jalan atau rawat inap.’

Pasal 17

(1) Penatalaksanaan kondisi kejiwaan ODGJ yang dilakukan secara‘

rawat inap sebagalmana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) _

dilakukan atas hasil pemerlksaan psikiatrik oleh dokter spesmhs

kedokteran jiwa dan/atau dokter yang berwenang dengan-

persetujuan tindakan medis secara tertulis.
(2) Persetujuan  tindakan -medis secara tertulis sebagaimana
dimaksud _ pada ayat (1) dilakukan oleh ODGJ . yang

bersangkutan.

(3) Dalam hal ODGJ dianggap tidak cakap dalam 'membu‘at

keputusan, persetujuan tindakan medis dapat diberikan oleh:

a. suami /istri;

b.orang tua, anak, atau saudara sekandung yang paling sedikit

berusia 17 (tujuh belas) tahun;
c. wali atau pengampu; atau ,
d. pejébat yang berwenang sesuai dengén ketentuan ' peraturan

perundang-undangan.

@) Penentuan kecakapan ODGJ wuntuk mengambil keputusan

dalam memberikan persetujuan tindakan medis sebagaimana




: dimaksud :pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh dokter
spesialis kedokteran jiwa atau dokter'yang memberrikan' layanan

medis saat itu.

Pasai 18 7
Dalam hal ODGJ meriunjukkan pikiran dan/ atau‘ perilaku yang
dapat membahayakan dirinya, Vo‘rang lain, atau sekitarnya, maka -
ténaga kesehatan yang berwenang dapat melakukan tindakan
medis atau pemberian . obat psikofarmaka terhadap ODGJ se‘suéi:
standar pelayanan ,Kcseh‘atén Jiwé yang ditujukém untuk

mengendalikan perilaku berbahaya.

| Pasal 19 - |

(1) Penatalaksanaan terhadap ODGJ dengan cara lain di luar
ilmu kedokteran hanya dapat dilakukan apabila dapaf ,

- dipertanggungjawabkan manfaat dan keémanannya,serta tidak
bertentangan dengan norma agama. _ ‘ | , :

(2) Penatalaksanaan yarig dapat d1pertanggung]awabkan |

manféat. dan ‘keamanénnya sebagalmana dimaksud = pada

. ayat (1) mencakup penggunaan produk, modahtas terapi, dan

| kbmpetensi pember'i pelayanan yang sesuai dengan produk dan
modalitas terapi. o ' A

(3) Pemermtah Daerah melaksanakan pernbmaan dan pengawasan
terhadap penatalaksanaan ODGJ sebagalmana dimaksud

- pada ayat (1).

Bagié.n Kelima

Upaya Rehabilitatif

. © Pasal20
Upaya rehabilitatif sebagaimaha dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf d Kesehatan Jiwa mempakanbkegiatan danr/ atau serangkaian
keglatan pelayanan Kesehatan Jiwa yang ditujukan untuk: ‘
a. mencegah atau mengendahkan dlsablhtas,
b. memuhhkan fungsi sosial,;
c. memulihkan fungsi okupasional; dan 7
d. mempersxapkan dan member kemampuan ODGJ agar mandiri di

' Masyarakat.



L o Pasa121
g Upaya rehablhtatlf ODGJ mehputl

: a. rehablhtaSI p81k1atr1k dan / atau p31kos031al dan

i b rehablhta31 sos1al

Pasal 22

Rehab111ta31 p51k1atr1k dan/ atau psxkosos1a1 dan rehab1l1tas1 5031a1

| ODGJ sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 21 dapat merupakan; ‘

_'upaya yang ' tldak terplsahkan satu s,am‘a lam “dan

L 'berk631nambungan 1

Pasal 23

: -'v(l) Upaya rehab111ta31 s051al sebagalmana dlrnaksud dalarn Pasal 21 -

huruf b dapat dllaksanakan secara persua31f motlvatlf atau:;‘f“ 5

koers1f balk dalam keluarga Masyarakat maupun pant1 sos1a1

,(2) Upaya rehab111tas1 sosial sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) i

| dxberlkan dalam bentuk -
. a motlva31 dan d1agnos1s psﬂ{osomal ; |
b perawatan dan pengasuhan e A |
c. pelat1han vokaswnal dan pembmaan kew1rausahaan, :  e
d blrnbmgan mental spmtual : S
e blmbmgan ﬁ51k S
| f blmbmgan s051a1 dan konsehng p31k03031al
g pelayanan akse&bxhtas, e '
“h. bantuan 5051a1 dan a31sten51 3031a1
b1mb1ngan resomahsam ' o
| . b1mb1ngan lanJut dan/ atau s

k rujukan S

T . Pasal 24 ’
Rehab1htasx 5031a1 sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
huruf b dllaksanakan d1 pantl 3031a1 m1hk
a. Pemermtah a o

b Pemermtah Daerah atau j e

b c swasta



Pasal 25

(1) Pelaksanaan . upaya rehabilitasi  psikiatrik atau' psikososial

sebagairﬁana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan -

tanggung jawab Pemerintah Daerah

(2) Pelaksanaan upaya I‘ChabllltaSI sosxal sebagalmana dimaksud

dalam Pasal 21 huruf b merupakan tanggung jawab

Perangkat Daerah yang menangani bidang sosial.

. Pasal 26

- ODGJ yang mendapatkank rehabilitasi ».skosial sebagaimana |

‘dlmaksud dalam Pasal 21 huruf b tetap berhak mendapatkan -

rehabilitasi psikiatrik dan/atau rehabilitasi psikososial serta
»mcmpunyal akses terhadap pelayanan dan obat - psikofarmaka

sesuai kebutuhan.

 BABIV
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN JIWA

Pasal 27

(1) Untuk melaksanakan Upaya Kesehatan Jiwa, Pemerintah Daerah

| membangun sistem pelayanan Kesehatan Jiwa yang berjenjang

dan komprehensif.

(2) S1stem pelayanan Kesehatan lea sebagaimana dimaksud pada "

ayat (1) terdiri atas: |
a. pelayanan Kesehatan Jiwa dasar; dan

b. peiayanan Kesehatan Jiwa rujukan.

" Pasal 28
(1) Pelayanan Kesehatan JiWa dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2) huruf a dilaksanakan di : |
a. praktik dokter; | | |
~ b. Klinik pratama; dan
c; - Puskesmas dan jaringannya.

(2) Pemberi pelayanan kesehatan dasar berkewajiban membuatkan

. rujukan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat rujukan

pada penderlta gangguan jiwa yang di luar kompetensi dan

kewenangan tingkat dasar



 (3) Pemberi P¢1ayanan_Kes¢hatan Jiwa dasaf dapat memberikan
pelayanan- lebih lanjut atas rujuk balik dari Fasilitas Pelayanan

Kesehatan dasar sesuai dengan rekomendasi.

- Pasal 29 _
(1) Pelayanan Kesehatan Jiwa rujukan sebagalmana dlmaksud
| dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilaksanakan di :
a. Praktik dokter spesialis kedokteran jiwa;
b. Klinik Utama pelayanan jiwa;
c. Rumah Sakit. Umum yang memberikan pelayanan -
- Kesehatan Jiwa; dan | o |
d. Rumah Sakit Jiwa.
(2) Pelayanan Keschatan jiwa pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
rujukan prinsip péhyelenggaraaﬁnya diperlukan surat rujukan
- dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar. |
-(3) Surat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualiké'n |
pada kondisi gawat darurat, orang terlantar (OT), dan penderita - -
yang dlpasung | | | ‘
(4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jiwa tingkat ryjukan
berkewajiban membcrikan jawaban dan atau rujuk balik atas

rujukan yang diterima dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dasar.

Pasal 30
(1) Tahapan penanganaﬁ gangguah kesehatan jiwa untuk dapat -
d1kembahkan kepada masyarakat secara utuh dlperlukan
penanganan rehabilitasi pasca perawatan medis; ‘ '
(2) Penanganan rehabilitasi pasca perawatan medis sebagaimana
difnaksud pada ayat (1) diperlukan fasilitas rehabilitasi;
(3) Kriteria spésiﬁkasi fasilitas rehabilitasi sebagai mana.
dlmaksud pada ayat (2) mengacu kepada ketentuan lembaga |

yang kompeten dan berwenang



BAB v ;
SUMBER DAYA DALAM UPAYA KESEHATAN JIWA

‘Bagian Kesatu .

~ Umum
Pasal 31 _ iy
~Sumber daya dalam Upaya Kesehatan lea terdm atas

Soan sumber daya manus1a Kesehatan

b : fasilitas pelayanan Kesehatan '

c. perbekalan Kesehatan

d. teknolog1 dan produk teknolog1 Kesehatan dan

e pemblayaan Kesehatan

Baglan Kedua &

Sumber Daya Manusxa Kesehatan |

R Pasal 32 ;
' (1) Sumber daya manusia kesehatan sebagalmana dlmaksud dalam S
‘ pasal 31 huruf a adalah tenaga kesehatan spes1ahs kesehatan
| fiwa, s i L
(2) Tenaga kesehatan spesxahs kesehatan lea terdm atas :
a. dokter spesmhspwa ‘
b. perawat spesmhspwa, i SO
C. tenaga penunjang medis bldang kesehatan jiwa; dan '
d. tenaga lamnya , ; ‘
(3) Tenaga lainnya scbaglmana dlmaksud pada ayat (2) huruf df_fi ‘
berperan sebageu mltra tenaga kesehatan sebalmana dimaksud
pada ayat (1) huruf a huruf b huruf C dalam menyelenggarakan g

| Upaya Kesehatan lea

~ Bagian Ketiga :

Fa’silitask Pcleiyanan Kesehatan

‘ : Pasal 33 ,
(1) F‘asﬂltas Pelayanan kesehatan sebagalmana dlmaksud dalam .
pasal 31 huruf b adalah fas111tas pelayanan keschatan yang

memiliki kompetens1 dan wewenang pelayanan kesehatan jiwa.



(2) Fasilitas pélayanan kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat

| | (1) adalah sebagai ber}ikvut':

a. fasilitas pelayanan kesehatan;

b. fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan; dan

c. fasilitas pelayanan berbasis masyarakat.

Pasal 34

Fasilitas pélayanan Kesehatan 'sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 ayat (2) menyelenggarakan pelayanan kesehatan ‘ksecara

-menyeluruh meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 35

Fasilitas pelayanan  kesehatan 'seba’gaimana‘

- dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a meliputi:
a. Puskesmas; '

b. klinik utama;

c. praktik dokter spesialis Jiwa;

d. rumah sakit dmum; o

rumah sakit jiwa; dan

oo

rumah perawatan.

Pasal 36

. Fasilitas  pelayanan di luar sektor kesehatan
dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf b meliputi:
a. praktik psikolog;

b. praktik pekerja sosial;

c. panti sosial;

d.. pusat kesejahteraan sosial; dan

~e. pusat rehabilitasi sosial.

Pasal 37
Fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan
dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf ¢ meliputi:
a. rumah pelindungan sosial; -
b. pesantren /institusi berbasis keagamaan;
c. rumah singgah; dan

d. lembaga kesejahteraan sosial.

dimaksud

" sebagaimana

sebagaimana



Baglan Keempat

Perbekalan Kesehatan

| | : Pasal 38 T
’%f"'j‘k(l)Perbekalan kesehatan sebaglmana dlmaksud dalam Pasal 31;?
huruf c adalah perbekalan kesehatan yang dxgunakan sebagal
| penunjang pelayanan kesehatan waa o - e :
(2) Perbekalan Kesehatan sebagalmana dlkasud pada ayat (1) terdlrx,f“
atas Cmihei : | |
s obat ps1kofarmaka i
. b. “alat kesehatan ’ e ;
c.: kbahan medls habls paka1 dan -

pond d.. .alat non kesehatan o

Baglan Kehma

: Teknologl dan Produk Teknolog1 Kesehatan : N

Pasal 39

"’fﬂ,“"‘kfi(l)Teknologl dan produk teknologl Kesehatan sebageumana;:’A

dlmaksud dalam pasal 31 humf d adalah teknolog1 kesehatan : e

0 sebagm penunjang pelayanan kesehatan jiwa. ,
’ (2) ’I‘eknolog1 dan produk teknolog1 sebaglmana d1maksud pada;_i
e ayat(l) mehputl S _/ o e

a. metode kesehatan dan |

b, produk teknologl kesehatan

:  (3) Metode kesehatan sebaga1mana d1 maksud pada ayat (2),:“*5 ey

huruf a adalah metode yang dlgunakan untuk mendetek31 i

mencegah terJadmya,, mermgankan penderltaan akxbat

T menyembuhkan, dan rnemuhhkan diri dar1 gangguan Jiwa. .

(4) Produk teknolog1 kesehatan sebagalmana di- maksud pada S

ayat (2) huruf b adalah alat yang dxgunakan untuk' o

: mendeteks1, mencegah terjadlnya rnermgankan penderltaan E

aklbat menyembuhkan, dan memuhhkan d1r1 dar1 gangguan“ L

lea



~Bagian Keenam

Pembiayaan Kesehatan

Pasal 40 _ ,
Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31
‘huruf e adalah"pembiayaan kesehatan yang bertujuan untuk

menjamin Upaya Kesehatan Jiwa yang berkesinambungan.

Pasal 41
- (1) Pembiayaan kesehatan sebagimaha dimaksud dalam pasal 40"
terdiri dari : e ' '
a biaya yang dipergunakan untuk melaksanakan program
Kesehatan Jiwa; dan | |
b. biaya yang dipergunakan untuk pengobatan dan perawatan
penderlta gangguan lea
(2) Biaya sebagaimana dimaksud ,7 pada ayat (1) huruf a
penyédiaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan
Pemérintah Daerah. , | |
x (3) Biaya' sebagaimana dimakvsud“’ pada ayat (1)'7 huruf b
penyedlaannya menjadi tanggung jawab perseorangan.
(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi
masyarakat miskin dan tidak mampu.
(5) Blaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rnenjadl tanggung

jawab Pemermtah dan- Pemermtah Daerah.

BABVI
HAK DAN KEWAJIBAN

Baglan Kesatu

Hak dan Kewajiban Orang Dengan Masalah Kejlwaan

‘ Pasal 42
ODMK berhak: :
a. mendapatkan informasi yang tepaf mengenai program Kesehatan
JiWa, : ‘ |
b. mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa di fasilitas pelayanan
kesehatan yang mudah dljangkau sesuai yang dlmaksud dalam

pasal 27;



»

c. mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai‘dengan standar
| pélayanan Kesehatan Jiwa; | ; |
d. mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data
| kesehatan jiwanya termasuk tindakan yang telah maupun yang
akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi di
bidang Kesehatan Jiwa; |
e. mendapatkan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan
kesehatan jiwa; dan
f. menggunakan sarana prasarana yang sesuai dengan
pertumbuhan dan perkembangan program dan : pelayanan

kesehatan _]1wa

Pasal 43
ODMK berkewajiban memelihara kesehatan jiwanya dengan cara f
menjaga perilaku, kebiasaan, gaya hidup yang sehat, dan

meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan llngkungan 3031a1

Bégian Kedua

HaklOrang Dengan Gangguan Jiwa

v Pasal 44

ODGJ berhak: ; | ) |

a. mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa di fasilitas pelayanan

~ kesehatan yang mudah dijangkau sésuai yéng dimaksud dalam
pasal 27; : |

b. kmendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai dengan standar |

pelayanan Kesehatan Jiwa;

c. mendapatkan Jamman atas ketersediaan obat ps1kofarmaka oo

-sesuai dengan kebutuhannya; ;

d. memberikan persetUJuan atas tindakan medis yang
dllakukan terhadapnya | - :

e. .mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap“ tentang
data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan
yafig telah ‘fnaupun yang akan diterimanya ~ dari tenaga;_
_késehatan dengan kompetensi di bidang Kesehatan Jiwa; -

f. mendapatkan ~ pelindungan dari setiap bentuk
penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi;

mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat




gangguan jiwa dan mengelola sendm harta benda rmhknya'i" e

dan / atau yang dlserahkan kepadanya -
g menggunakan sarana prasarana yang sesua1 dengan ‘
‘ pertumbuhan dan perkembangan program dan pelayanan

kesehatan jiwa.

BAB VI |
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

' Bégian Kesatu

 Tugas dan Tanggung Jawab
~ Pasalds | |
o (1) Pemerintah Daerah bertanggung, jawab ‘merencanakan,, o

mengatur, rnenyelenggarakan membina ”dan' mengawasi

penyelengaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkaui

oleh masyarakat

(2) Pemerintah Daerah  bertugas ‘d‘anl ‘»berta'ngg'ung'  jawab |

’ mengadakan komun1kas1 informasi, dan edukasi tentang a
Kesehatan Jiwa kepada masyarakat secara menyeluruh dan‘
berkesmambungan : ‘ ' el

(3) Pemermtah Daerah dalam mengadakan komumka& 1nforma31 ’

~ dan edukasx tentang Kesehatan lea sebagalmana dimaksud

- pada ayat  ~(1’)‘ wa_]lb berkoordmasx 7 dengan , pemangku'

kepentingan.

g 4) Komumkam “informasi, dan edukaéi, tentang  Keschatan |

SJiwa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1k) | dapat”

dlselenggarakan dengan mehbatkan peran serta rnasyarakat o

_ ; ~ Pasal46 ‘ ,
Pemermtah Daerah bertugas dan bertanggung Jawab menyedlakan ‘
sarana dan pr,asarana,dalam penyelenggaraan Upaya_,Kesehatan'« '

Jiwa.

S Pasal 47 ; : : :
- Pemerlntah Daerah bertugas dan bertanggung Jawab terhédap
,ketersedlaan dan kesejahteraan sumber daya manu81a di bldang

Kesehatan Ji iwa sesuai dengan tmgkat kemampuan



‘ Pasal 48 ,
(1) Pemermtah ‘Daerah mengatur ketersedlaan obat pmkofarmaka“
yang dibutuhkan oleh ODGJ sesuai standar. ,
© (2) Obat psikofarmaka yang dibutuhkan oleh ODGJ sesuai standar j
- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan secara
merata dengan harga terjangkau oleh rhésyarakat.
(3)'Ketersediaan pemerataan, dan keterjangkauan obat
ps1kofarmaka sebaga1mana dlmaksud pada ayat (2) dapat |

~dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat

, Pasal 49 ; /
Pemerintah Dae’rahlbertanggung jawab meiakukan 'penatalaksan‘aan}
terhadap ODGJ yang teriaritar menvg’gelandarng,' mengancam
keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/ atau mengganggu'

ketertiban dan / atau keamanan umum.

v ~ Pasal 50
(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehablllta31 terhadap
'~ ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan
dirinya - dan/atau  ~  orang lain, dan/ atau mengganggu
ketertiban dan/ atau keamanan umum. - V
(2) ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan -
| difinya" dan/atau = orang lain, dan/atau mengganggu
~ ketertiban ~dan/atau keamanan umum sebagaimana dimaksud
| pada ayat (1) mellputl ODGJ B | |
a.tidak mampu;
~ b.tidak mempunyai kevlu'arg'a,'wali atau pengampu; dan /atau

* c. tidak diketahui keluarganya.

, Pasal 51 »
Pemerintah Daerah Wa_]lb menyediakan fasilitas penampungan d1
luar sektor kesehatan yang berupa panti rehabilitasi atau
sejenisnya bagi ODGJ yang telah sembuh atau terkendali gejalanya -

‘tetapi tidak memiliki keluarga dan/ atau terlantar.



 BagianKedua

R Wewe’nang :

Pasal 52 o

.:g:"‘f"’_Dalam melaksanakan Upaya Kesehatan lea ’Sgb:égéim ana

" dlmaksud Pemermtah berwenang

a, {"menyusun program , o ‘
b‘.‘ mengmtegramkan Upéya Kesehatan | leé ke kdélam smferﬁ ”
“»pelayanan kesehatan S j : :
; "‘{”‘c,r’irmengadakan dan mendayagunakan surnberrdaya fnahﬁma d1'

L ,jbldang Kesehatan lea yang akan bekerja di fasﬂltas pelayananw

£  ‘,  di bldang Kesehatan J1wa SR

d.‘f ;Memberdayakan peran serta masyarakat secara terpadu dalam*i -

~ -~ wadah Tim Penanggulangan kesehatan lea masyarakat (TPKJM) ¥

' sesua1 tmgkatan terltorlal pemermtahan dan ,
'fe.'vlrnelakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Upaya,i |

& :,’ -~ Kesehatan waa dan sumber daya dalam Upaya Kesehatan lea

u BAB vm S
PERAN SER’I‘A MASYARAKAT

Pasal 53

o Masyarakat dapat berperan serta dalarn Upaya Kesehatan J 1wa balk o

o "f’secara perseorangan dan/atau berkelompok yang dllaksanakan

' f-secara terpadu dan termtegram atas koord1nas1 TPKJ M

LT Pasal 54 LR

",Peran serta Masyarakat dapat dllakukan dengan cara:
a. memberlkan bantuan tenaga, dana fasxhtas serta sarana L

'kdan prasarana dalarn penyelenggaraan Upaya Kesehatan J 1wa b

b. melaporkan adanya ODGJ yang. membutuhkan pertolongan

S melaporkan tmdakan kekerasan Yang d1alam1 serta yang",;",

i | v'dllakukan ODGJ |
o k‘d,' menc1ptakan 1khm yang kondus1f bagl ODGJ

e ‘vmemberlkan pelat1han keterampllan khusus kepada ODGJ

e memberlkan sos1a11sa31 kepada masyarakat mengenau

keglatan upaya kesehatan jiwa dlutamakan terhadap peran

keluarga dan masyarakat dalam penyembuhan ODGJ; dan



g mengawasi fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa. -

BAB IX
| PEMBIAYAAN

: Pasal 55 =~ 4
Pemerintah  Daerah bei‘kewajiban " menyediakan anggaran

pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam paisal 40 dan pasal 41.

BAB X
SANKSI

Pasal 56

(1) Fasilitas pelayanan di  luar sektor  kesehatan yang ‘tidak
memberikan akses terhadap pelayanah kesehatan dan‘ obat
psikofarmaka terhadap ODGJ d1kena1 sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku |

(2) Fasﬂltas pelayanan di luar sektor kesehatan yang‘ tldak
: melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan  standar profesi
dan standar -~ pelayanan Kesehatan Jiwa dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuanb_peraturan perundang-undangari yang.

berlaku.

BAB XI

' PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

_ pasal 57 \

- (1) Pengawasan dapat dilaksanakan oleh Pemermtah Daerah dan.

| dapat dlperkuat oleh peran serta masyarakat.

(2 )Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemermtah sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan
sebagaxmana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1). |

(3) Pelaksanaan Pembinaan menjadl tugas dan. tanggung jawab
pemermtah daerah sampa1 dengan tmgkat pemermtah desa

sebaglmana dlmaksud dalam pasal 48 ayat (1).



11.

‘ Undang-Undang - Nomor 11 = Tahun 2(‘)09', ‘tentang

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967); , ‘

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesié.
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan - Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063); | : , |
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

- Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5072); | ' '

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan

Jiwa v(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014;

Nomor 185,Tambahan Lembaran Negara Republik’ Indonesia .

" Nomor 5571);

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014  tentang :
Pemerintahan‘Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia -
Tahukn 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengari Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua tentahgr Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahi
(Lembaran Negara  Republik I’ndonkesi:a Tahun 2015 |

‘Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan( | (Lembaran Negara Republikk Indonesia -
Tahun 2013 NQmor 29) sebagaimana telah diubah dengan-
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 255); |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

© tentang " Pedoman Pengelolaan Keuangan - Daerah,

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

: Pératuran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan



SRS

_  T D1undangkan d1 Karanganyar
I ’pada tanggal 27 Desember 2016

| BAB xn o
KETENTUAN PENUTUP
S 4j Pasal 58

;;;.:Peraturan Bupat1 ini mu1a1 berlaku pada tanggal d1undangkan

: Agar setlap orang mengetahulnya memermtahkan pengundangan 5

. ;Peraturan Bupat1 ini dengan penempatannya dalam Ber1ta Daerah o

> Kabupaten Karanganyar

: Dltetapkan d1 Karanganyar i

| " pada tanggal 27 Desember 2016 e

_ BUPATI KARANGANYAR,
i ttd i

- JULIYATMONO

s SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

‘:ittdt e

SAMSI

e BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 128

. Salinan"seSuai~dehgan aSlinya by
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
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